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Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun
anggaran 2008




Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003

!enga!uan !an pengu!uran pengapatan gan

belanja berbasis akrual dilaksanakan paling

lambat 5 tahun (2008)
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LINGKUP PENGATURAN PP 71/2010
(PENJELASAN UMUM)
I SAP Berbasis Akrual I & I SAP Berbasis Kas Menuju Akrual I

berlaku sejak berlaku selama masa
tanggal ditetapkan transisi bagi entitas
dan dapat segera yang belum siap untuk
diterapkan oleh menerapkan SAP
Berbasis Akrual

\_ setiap entitas ) \_ .




STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL
(LAMPIRAN I)
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

e S oS

B
o

11.
12.

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;

PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;

PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;

PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.



Komponen Laporan Keuangan




LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan
pembiayaan, yang masing-masing dlperbandmgkan
dengan anggarannya dalam satu periode

Struktur:
Pendapatan-LRA
Belanja
Transfer

1
2
3.
4. Surplus/defisit-LRA
5
6

Pembiayaan
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang
diatur dalam peraturan perundangan (statutory)



LAPORAN PERUBAHAN SAL

Melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA
dari LRA

Struktur LP SAL:

Saldo Anggaran Lebih awal;

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
Lain-lain

N



NERACA

Menyajikan informasi Posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas pada tanggal tertentu

Struktur Neraca:
1. Aset

2. Kewajiban
3. Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC)

Ekuitas merupakan Ekuitas awal ditambah
surplus/defisit Laporan Operasional (selisih antara
pendapatan dan beban akrual)



LAPORAN OPERASIONAL

Menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan
Surplus/Defisit dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya dibandingkan dengan periode
sebelumnya.

Struktur LO:

Pendapatan-LO dari kegiatan operasional

Beban dari kegiatan operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada

Pos luar biasa, bila ada
Surplus/defisit-LO




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos
Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode
bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang
langsung menambah/mengurangi ekuitas dana
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Sejarah Penerapan Basis Akrual di

Kota Semarang

Tahun 2001
4 Menginginkan  Laporan Keuangan\

Pemerintah disajikan seperti Laporan

Keuangan Sektor Privat, terdapat
laporan posisi  kReuangan sehingga
memudahkan manajemen  dalam
\_pengambilan keputusan J

= Qi D>

A

" Untuk mewujudkan keinginan tersebut
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

\_Reuangan pemerintah berbasis akrual.

dengan berdasar PP 105 Tahun 2000 )
Pemerintah Kota Semarang melakukan

pencarian referensi dan konsultasi dengan akademisi terkait penyusunan laporan

J




[ Tahun 2002 s/d 2004 ]

Kepmendagri
No. 29 Tahun Laporan Keuangan yang Dihasilkan

2002 v

LRA
LAK

Lap. Surplus
__ (Defisit)

4 )
Mendapat perhatian dari daerah lain, USAID, World Bank, UNDP

dengan melakhukan hunjungan ke Kota $emarang. Pemerintah Kota

ktemcn-ang mendapathan opini WTP pada LRA pada tahun 2002. »




Tahun 2005 s/d 2009 |

1. Terbit PP No. 24 Tahun 2005 tentang $AP, Basis Akhuntansi yang
dipakai Cash Toward Accrual (CTA).

4.

2. Kerangha Koseptual Paragraf 25, selain Laporan Keuangan

Pokok (LRA, Neraca, LAK dan CALK) entitas pelaporan
diperkenankan menyajikan laporan kierja keuangan dan Lap.
Perubahan Ehuitas (LPE)

Pemerintah Kota $emarang tetap meneraphan Basis Akrual
walaupun $AP menggunakan Bagis CTA. S$elain laporan
keuangan pokok Pemerintah Kota $emarang menambahkan
Laporan Operasional (LO) sebagai Laporan Kinerja Keuangan.
Setiap pemeriksaan sering terjadi perbedaan persepsi harena
perbedaan penggunaan basis abkuntansi.

Tahun 2007 Neraca Kota $emarang yang menyajikan Ehuitas
secara tunggal di pecah menurut SAP PP 24 Tahun 2005 menjadi
EDL, EDC dan EDI (hampir berubah menggunakan Basis CTA) /




[

Tahun 2010 s/d ’ehﬂ'“ngoooo

]

( Terbit PP No 71 Tahun 2010 tentang $AP berbasis Ahruul\

\ No. 64 Tahun 2013.

2. Kota $emarang meneraphan PP No. 71 Tahun 2010 dengan
menambahkan LPE dan Lap. Perubahan $AL.

3. Tahun 2012 mendapathkan Opini WTP dari BPK

4. Pemerintah Kota $emarang terus melakukan
pengembangan-pengembangan dan penyempurnaan
terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dan
penyesuaian terutama dengan terbitnya Permendagri

/



Strategi Implementasi Akuntansi
Berbasis Akrual

Komitmen Pimpinan
Implementasi

Akhuntansi
Berbasis

I:> [ $trategi ] |:> Penyusunan Regulasi

Akrual

Pengembangan Sistem
Informasi Akuntansi

Pengembangan SDM




Strategi pengembangan sumber daya penerapan sistem
berbasis akrual dari faktor dukungan regulasi

Perda
3 pokok

-

Berperan

Regulasi

Siasn Tawang



Strategi

pengembangan sumber daya penerapan sistem

berbasis akrual dari faktor sistem informasi akuntansi

[

Sistem informasi
akuntansi

]_

—>

Bagan Akun

(‘

>

Siklus akuntansi

-

kepastian akurasi

Laporan keuangan
yang dihasilkan

-

Berperan
memberikan

dan ketepatan

laporan keuangan

~

_4




Strategi pengembangan sumber daya penerapan sistem
berbasis akrual dari faktor SDM

Tersedia SDM untuk
pengembangan konsep
dan regulasi
emberikan
kepastian
jalannya

Tersedia SDM untuk
mengimplementasikan
dan operator




-

Teknis Penyusunan

o\

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

&

Berbasis Akrual

4




Sistem jurnal

2 macam jurnal

~

.

. LRA, Arus Kas dan
1. Jurnal Anggaran }‘[ Cash Basis ]‘ [ Lap. Perubahan SiLPA

]

( ] H#mwﬂ
L 2. Jurnal Financial J‘{ Accrual Basis ] ‘ Ekuitas dan Neraca

Jurnal Anggaran

Jurnal dengan basis kas yang dimaksudkan untuk menyusun Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan SiLPA.
Jurna Financial

Jurnal yang berbasis akrual dan menghasilkan Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Neraca.




Contoh Jurnal Standar

No Transaksi Jurnal Anggaran Jurnal Financial

PENERIMAAN KAS

1 [Penerimaan Pendapatan tanpa Ketetapan Silpa Kas
Pendapatan-LRA Pendapatan-LO
Diterbitkan SKPD/SKRD/SKPDKB atau dokumen
2 yang dapat dipersamakan Tidak ada jurnal Piutang
Pendapatan-LO
3 |Diterima Pendapatan atas SKPD/SKRD/SKPDKB Silpa Kas
atau dokumen yang dapat dipersamakan yang
diterbitkan tahun pelaporan Pendapatan-LRA Piutang
Diterima Pendapatan atas SKPD/SKRD/SKPDKB )
4 atau dokumen yang dapat dipersamakan yang Silpa Kas
diterbitkan tahun sebelumnya Pendapatan-LRA Piutang
5 |Diterima pendapatan sewa (Tanah atau gedung) Silpa Kas
dengan jangka waktu melebihi tahun pelaporan Pendapatan-LRA Pendapatan diterima dimuka
Penyesuaian pengakuan pendapatan atas
6 |pendapatan diterima dimuka Tidak ada jurnal Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan-LO

7 |Penyesuaian pencatatan penyisihan piutang Tidak ada jurnal Beban penyisihan piutang
Penyisihan piutang

8 |Mencatat penerimaan atas piutang yang disisihkan |Silpa Kas

Pendapatan-LRA Piutang

Penyisihan piutang
Pendapatan-LO

9 |Penghapusan Silpa Kas
Pendapatan-LRA Pendapatan-LO

Mencatat Penerimaan Deviden Tunai dari BUMD
(Metode Biaya) Silpa Kas
Pendapatan-LRA Pendapatan-LO

10




PENGELUARAN KAS

11 |Mencatat belanja pegawai Belanja Pegawai Beban pegawai
Silpa Kas
12 [Mencatat Pembelian Barang Habis Pakai Belanja Barang/jasa Beban Persediaan
Silpa Kas
(Pencatatan Metode Fisik)
13 [Mencatat saldo persediaan Tidak ada jurnal Persediaan

Beban persediaan

Mencatat pembayaran jasa (konsultan, listrik,

Belanja Barang/jasa Beban Jasa
14 [telpon dIl..) : g/l
Silpa Kas
15 [Mencatat pembayaran Premi Asuransi Belanja Barang/jasa Beban dibayar dimuka
Silpa Kas
Tidak ada jurnal Beban Jasa

16

Penyesuaian pengakuan beban atas premi asuransi

Beban dibayar dimuka

17 [Mencatat pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Belanja Barang/jasa Beban Perjalanan Dinas

Silpa Kas
18 |Mencatat Pembayaran Belanja Pemeliharaan Belanja Barang/jasa Beban Pemeliharaan

Silpa Kas
19 [Mencatat Pembelian Aset Tetap Belanja Modal Aset tetap

Silpa Kas
20 [Mencatat Pembayaran Bunga atas utang Belanja Bunga Beban Bunga

Silpa Kas
21 [Mencatat Belanja Tak Terduga Terduga Beban Lain-lain

Silpa Kas
22 |Mencatat Pembayaran Pokok Utang Pengeluaran Bagian Lancar

Silpa Kas

Pengeluaran Investasi

23 [Mencatat Penambahan Investasi Pada BUMD Pembiayaan Permanen

Silpa Kas




MEMORIAL

24 |Mencatat Kapitalisasi atas Belanja Pemeliharaan  (Tidak ada jurnal Aset tetap
Beban Pemeliharaan
Mencatat Kapitalisasi Belanja Pegawai dalam
25 {rangka perolehan AT Tidak ada jurnal Aset tetap
Beban Pegawai
Mencatat Kapitalisasi Belanja BHPK dalam rangka
26 |perolehan AT Tidak ada jurnal Aset tetap
Beban persediaan
Mencatat Kapitalisasi Belanja Jasa dalam rangka
27 |perolehan AT Tidak ada jurnal Aset tetap
Beban Jasa
Mencatat Kapitalisasi Belanja Perjalanan Dinas
28 |dalam rangka perolehan AT Tidak ada jurnal Aset tetap
Beban perjalanan dinas
29 [Mencatat Penyusutan Aset Tetap Tidak ada jurnal Beban penyusutan aset tetap
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
30 [Mencatat Barang Rusak Setuju dihapus Tidak ada jurnal Aset Lain
Aset tetap
Mencatat Penghapusan Aset tetap (Nilai Buku Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 [Rp.0,") Tidak ada jurnal

Aset Lain




PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Audited)

No Uraian CALK 2013 2012 Kenaikan / Penurunan Tren
(Rp) (Rp) (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

01 |ASET 43

02

03 |ASET LANCAR 4.3

04 [Kas di Kas Daerah 4.3.1.1) 0,00%
04a |Bank 4.3.1.1).a) 656.050.079.880 531.501.222.400 124.548.857.480 23,43%
04b |Deposito 4.3.1.1).b) 249.000.000.000 100.000.000.000 149.000.000.000 149,00%
05 |Kas di Bendahara Pengeluaran 4.3.1.2) 978.269.516 115.517.147 862.752.369 746,86%
06 |Kas di Bendahara Penerimaan 4.3.1.3) 65.432.500 61.249.000 4.183.500 6,83%
06a |Kas di BLUD 4.3.1.4) 11.656.105.709 11.220.934.432 435.171.277 3,88%
06b |Kas di Bendahara Dana BOS 4.3.1.5) 5.001.829.739 1.209.148.354 3.792.681.385 313,67%
07 |Investasi Jangka Pendek 0,00%
08 |Piutang Pajak 4.3.2.1) 271.832.216.871 58.132.343.611 213.699.873.260 367,61%
09 |Piutang Retribusi 43.2.2) 8.865.794.451 8.144.968.271 720.826.180 8,85%
10 |Penyisihan Piutang 4.3.2.3) (245.564.896.340) (38.097.188.367) (207.467.707.973)[  544,57%
10a [Penyisihan Piutang Dana Bergulir 4.3.2.4) (43.876.791) 43.876.791 | -100,00%
11 |Belanja Dibayar Dimuka 4.3.2.5) 3.170.117.701 1.516.627.879 1.653.489.822 109,02%
12 |Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00%
13 |Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00%
14 |Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 0,00%
15 [Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00%
16 |Bgaian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00%
17 |Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - - 0,00%
18 |Piutang Lainnya 4.3.2.6) 16.335.377.691 8.853.000.220 7.482.377.4T1 84,52%
18a [Penyisihan Piutang Lainnya 4.3.2.7) (5.873.609.198) - (5.873.609.198)]  100,00%
19 |Persediaan 433 44.361.323.750 27.417.891.874 16.943.431.876 61,80%
19a [RK Dinas - - - 0,00%
20 |Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19a) 1.015.878.042.270 710.031.838.030 305.846.204.240 43,07%




21

22 (INVESTASI JANGKA PANJANG 434

23 |Investasi Non Permanen

24 |Pinjaman Jangka Panjang - - - 0,00%
25 |Investasi dalam Surat Utang Negara - - - 0,00%
26 |Investasi dalam Proyek Pembangunan - - - 0,00%
27 |Investasi Non Permanen Lainnya 4.34.1) 4.700.000.000 4.700.000.000 - 0,00%
27a [Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen 434.2) (1.080.620.762) (1.344.735.036) 264.114.274 -19,64%
28 [Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27) 3.619.379.238 3.355.264.964 264.114.274 7,87%
29 |Investasi Permanen

30 [Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.343) 62.846.543.502 44.796.015.739 18.050.527.763 40,29%
31 [Investasi Permanen Lainnya - - - 0,00%
32 |Jumlah Investasi Permenen (30 s/d 31) 62.846.543.502 44.796.015.739 18.050.527.763 40,29%
33 |Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 +32) 66.465.922.740 48.151.280.703 18.314.642.037 38,04%
34

35 |ASET TETAP 435

36 |Tanah 4.35.1) 3.623.084.124.539 |  3.523.104.465.854 99.979.658.685 2,84%
37 |Peralatan dan Mesin 4.352) 989.497.933.801 869.959.684.266 119.538.249.535 13,74%
38 |Gedung dan Bangunan 4.3.5.3) 1.457.131.509.262 |  1.324.984.957.705 132.146.551.557 9,97%
39 |Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.3.54) 1.279.544.234.937 |  1.032.689.518.960 246.854.715.977 23,90%
40 [Aset Tetap Lainnya 4.3.5.5) 62.232.661.307 53.608.378.857 8.624.282.450 16,09%
41 [Konstruksi dalam Pengerjaan 4.3.5.6) 109.950.402.504 87.125.430.544 22.824.971.960 26,20%
42 [Akumulasi Penyusutan 4.35.7) (1.401.823.977.729) (1.223.352.011.973) (178.471.965.756) 14,59%
42a |RK Dinas Aset - - - 0,00%
43 [Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42a) 6.119.616.888.621 | 5.668.120.424.213 451.496.464.408 7,97%
44

45 (DANA CADANGAN 4.3.6

46 [Dana Cadangan 436 47.183.424.649 30.003.698.629 17.179.726.020 57,26%
47 |Jumlah Dana Cadangan (46) 47.183.424.649 30.003.698.629 17.179.726.020 57,26%
48

49 [ASET LAINNYA 43.7

50 |Tagihan Penjualan Angsuran - - - 0,00%
51 [Tuntutan Ganti Rugi - - - 0,00%
52 |Kemitraan dengan Pihak Ketiga 4.3.7.a) 66.053.931.000 11.056.831.000 54.997.100.000 497,40%
53 |Aset Tak Berwujud 4.3.7.b) 18.095.485.406 - 18.095.485.406 100,00%
54 |Aset Lain-lain 4.3.7.c) 111.085.904.808 177.590.878.965 (66.504.974.157) -37,45%
54a [Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 4.3.7.c) (14.571.270.036)

55 |Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54) 180.664.051.178 188.647.709.965 6.587.611.249 -4,23%
56

57 |JUMLAH ASET (20 + 33 + 43 + 47 + 55) 7.429.808.329.458 | 6.644.954.951.540 799.424.647.954 11,81%

58




58

59 [KEWAJIBAN 4.38

60

61 [KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 4.381)

62 |Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 4.38.1)a) 4.442.638.263 3.780.010.960 662.627.303 |  17,53%
63 |Utang Bunga 4.38.1)b) 62.604.529 187.629.030 (125.024.501)  -66,63%
64 |Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 4.38.1).0) 1.816.665.353 1.816.665.353 0,00%
65 [Pendapatan Diterima Dimuka 4.38.1).d) 1.964.887.805 1.150.278.275 814609530 | 70,82%
66 |Utang Belanja 438.1)e)]  19.105.494.255 - 19.105.494.285 | 100,00%
67 |Utang Jangka Pendek Lainnya - 8.608.587.739 (8.608.587.739)|  -100,00%
68 |Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67) 27.392.290.205 15.543.171.357 11.849.118.848 [ 76,23%
69

70 [KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 4.38.2)

71 |Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 0,00%
72 |Utang Dalam Negeri - Obligasi 0,00%
73 |Premium (Diskonto) Obligasi 0,00%
73a |Pendapatan Diterima Dimuka 4.38.2) 23.000.000 59.000.000 (36.000.000)[  -61,02%
74 |Utang Jangka Panjang Lainnya . 1.816.665.206 (1.816.665.206)|  -100,00%
75 |Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74) 23.000.000 1.875.665.206 (1.852.665.206)  -98,77%
76 |JUMLAH KEWAJIBAN (68 + 75) 27.415.290.205 17.418.836.563 9.996.453.642 | 57,39%
Il

78 |EKUITAS DANA 4.39

79 |Ekuites Dana 4.39 7.402.393.039.253 |  6.627.536.114.977 174856924276 | 11,69%
79 |JUMLAH EKUITAS DANA (79) 7.402.393.039.253 |  6.627.536.114.977 774.856.924.276 | 11,69%
80 |JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76 + 79d) 7.429.808.329.458 |  6.644.954.951.540 784.853.3717.918 |  1181%




PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Audited)

i . Bertambah / (Berkurang) e

No Uraian CALK Anggaran 2013 Reall 2013 Real 2012
Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8
01 [PENDAPATAN 4.1.1
02 |PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.1.1)
03 |Pendapatan Pajak Daerah 4.1.1.1)a 587.050.000.000 683.708.489.950 96.658.489.950 116,47%|  597.519.522.248
04 |Pendapatan Retribusi Daerah 4.1.1.1)b 104.730.906.000 102.785.108.993 (1.945.797.007) 98,14% 84.877.260.948
05 |Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.1.1.1)c 6.872.760.000 7.650.778.888 778.018.888 111,32% 6.777.319.253
06 |Lain-lain PAD yang Sah 4.1.1.1)d 80.213.264.000 131.774.932.675 51.561.668.675 164,28% 90.442.433.144
07 |Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 778.866.930.000 925.919.310.506 147.052.380.506 |  118,88%|  779.616.535.593
08
09 |PENDAPATAN TRASNFER 4.1.1.2)
10 [TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 41.1.2)a
11 |Dana Bagi Hasil Pajak 411.2)a1  114.600.538.000 120.223.608.244 5.623.070.244 104,91% 156.564.967.132
12 [Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 41.1.2)a.2 1.057.500.000 1.878.324.513 820.824.513 177,62% 1.537.731.986
13 |Dana Alokasi Umum 41.1.2)a.3 1.054.002.569.000 | 1.054.002.569.000 - 100,00% 936.865.926.000
14 |Dana Alokasi Khusus 4.1.1.2)a4 49.976.740.000 14.993.022.000 (34.983.718.000) 30,00% 72.270.900.000
15 |Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 1.219.637.347.000 | 1.191.097.523.757 (28.539.823.243) 97,66%| 1.167.239.525.118
16
17 |TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 4.1.1.2)b
18 [Dana Otonomi Khusus - - - 0,00% -
19 |Dana Penyesuaian 4.1.1.2)b 266.894.650.000 266.894.650.000 - 0,00%|  191.552.502.000
20 |Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) 266.894.650.000 266.894.650.000 -| 100,00%|  191.552.502.000
21
22 |TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 41.1.2)c
23 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.1.1.2)c 244.901.850.000 329.977.231.976 85.075.381.976 134,74%|  309.030.650.088
24 |Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - 0,00%
25 |Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 244.901.850.000 329.977.231.976 85.075.381.976 |  134,74%|  309.030.650.088
26 |Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 1.731.433.847.000 | 1.787.969.405.733 56.535.558.733 |  103,27%| 1.667.822.677.206
27
28 |LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.1.1.2)c
29 |Pendapatan Hibah - - - 0,00%
30 |Pendapatan Dana Darurat - - - 0,00% -
31 |Pendapatan Lainnya 4.1.1.2)c 84.261.911.000 82.682.010.621 (1.579.900.379) 98,13% 86.236.936.000
32 |Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) 84.261.911.000 82.682.010.621 (1.579.900.379) 98,13% 86.236.936.000
33 |JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 2.594.562.688.000 | 2.796.570.726.860 202.008.038.860 |  107,79%| 2.533.676.148.799
34




34

35 |BELANJA 4.1.2

36 |BELANJA OPERASI 4.1.21

37 |Belanja Pegawai 4121a | 1433.748.076.224 [ 1.290.880.031.132 142.868.045.092 90,04%| 1.215.248.166.972
38 |Belanja Barang 4.1.2.1b 632.619.454.779 |  545.272.678.680 87.346.776.099 86,19%|  446.437.459.464
39 |Bunga 41.2.1.c 1.000.000.000 378.295.400 621.704.600 37,83% 723.905.100
40 |Subsidi 0,00%

41 |Hibah 4.1.2.1.d 43.719.559.000 41.621.315.866 2.098.243.134 95,20% 30.708.338.580
42 |Bantuan Sosial 412.1e 4.006.400.000 2.731.600.000 1.274.800.000 68,18% 7.485.436.900
42a |Bantuan Keuangan 41211 788.567.000 788.567.000 100,00% 788.567.000
43 |Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) 2.115.882.057.003 | 1.881.672.488.078 |  234.209.568.925 88,93%| 1.701.391.874.016
44

45 |BELANJA MODAL 4.1.2.2

46 |Belanja Tanah 41.2.2 280.413.440.500 55.557.059.733 |  224.856.380.767 19,81% 8.885.267.800
47 |Belanja Peralatan dan Mesin 4.1.2.2 172.847.484 457 132.632.841.323 40.214.643.134 76,73% 46.941.701.234
48 |Belanja Gedung dan Bangunan 41.2.2 270.395.573.367 143.715.016.979 126.680.556.388 53,15% 71.524.174.821
49 |Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.1.2.2 315.342.393.463 |  252.075.125.515 63.267.267.948 79,94%|  219.801.691.184
50 |Belanja Aset Tetap Lainnya 41.2.2 10.742.507.210 7.031.368.712 3.711.138.498 65,45% 4.700.947.210
51 [Belanja Aset Lainnya 0,00%

52 |Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) 1.049.741.398.997 |  591.011.412.262 |  458.729.986.735 56,30%|  351.853.782.249
53

54 |BELANJA TAK TERDUGA 4.1.2.3

55 |Belanja Tak Terduga 41.2.3 18.463.563.000 806.709.097 17.656.853.903 4,37% 89.140.960
56 |Jumlah Belanja Tak Terduga (55) 18.463.563.000 806.709.097 17.656.853.903 4,37% 89.140.960
57 [JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) 3.184.087.019.000 | 2.473.490.609.437 |  710.596.409.563 77,68%| 2.053.334.797.225
58

59 |TRANSFER

60 |TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

61 |Bgai Hasil Pajak 0,00%

62 |Bagi Hasil Retribusi 0,00%

63 |Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00%

64 |JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) 0,00%

65 |JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64) 3.184.087.019.000 | 2.473.490.609.437 [  710.596.409.563 77,68%| 2.053.334.797.225
66

67 |SURPLUS/DEFISIT (33 - 65) 4.1.3 (589.524.331.000)]  323.080.117.423 | (508.588.370.703)]  -54,80%|  480.341.351.574

68




68

69 |PEMBIAYAAN 4.1.4

70

71 |PENERIMAAN PEMBIAYAAN 4.1.41

72 |Pengunaan SILPA 4.1.4.1 635.424.331.000 |  635.457.569.772 33238772 |  100,01%|  207.718.808.732
73 [Pencairan Dana Cadangan 0,00%

74 |Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00%

75 |Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00%

76 |Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00%

77 |Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00%

78 |Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00%

79  [Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00%

80 [Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00%

81 |Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00%

82 [Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00%

83 [Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00%

84 |Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) 635.424.331.000 |  635.457.569.772 33238772 |  100,01%|  207.718.808.732
85

86 |PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.1.4.2

87 |Pembentukan Dana Cadangan 4142a 15.000.000.000 15.000.000.000 100,00%|  30.000.000.000
88 |Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4142b 29.000.000.000 29.000.000.000 100,00%|  20.000.000.000
89 [Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00%

90 |Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00%

91 |Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 4142¢ 1.900.000.000 1.816.665.353 83.334.647 95,61% 1.816.665.500
92 {Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00%

93 |Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00%

94 {Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00%

94A |Pengembalian Sisa Dana DPPID 0,00% 785.925.034
95 [Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00%

96 [Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00%

97 |Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00%

98 |Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91) 45.900.000.000 45.816.665.353 83.334.647 99,82% 52.602.590.534
99 |PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98) 589.524.331.000 |  589.640.904.419 (50.095.875)]  100,02%|  155.116.218.198
100

101 |Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99) 4.1.5 912.721.021.842 |  (508.638.466.578) 0,00%|  635.457.569.772




PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Audited)

(dalam rupiah)
NO URAIAN CALK 2013 2012
1. |Saldo Anggaran Lebih Awal 4.2.1 635.457.569.772 207.718.808.732
2. |Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 422 635.457.569.772 207.718.808.732
3. | SubTotal(1-2)
4. |Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) 42.3 912.721.021.842 635.457.569.772
5 | SubTotal (3 +4) 912.721.021.842 635.457.569.772
6. |[Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 424
7. | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6) 425 912.721.021.842 635.457.569.772




PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Audited)

(dalam rupiah)
No Uraian CALK 2013 2012 Lebih/Kurang
1 2 3 4 5 6
1 |EKUITAS AWAL 441 6.627.536.114.977 5.689.136.988.289 938.399.126.688
2 |Surplus / Defisit - LO 442 545.398.785.926 730.384.510.312 (184.985.724.386)
3 |Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar : 443 229.458.138.350 208.014.616.376 21.443.521.974
Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar 443a (21.867.789.622) 19.758.451.653 (41.626.241.275)
Penilaian Aset Tetap Tahun 2013 4.4.3b 26.380.298.000 213.409.151.919 (187.028.853.919)
Koreksi Klaim Jamkesmas 4.4.3c (113.000) (113.000)
Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap 4.4.3d 247.620.621.591 (1.196.130.522) 248.816.752.113
Penyesuaian Akumulasi Aset Lainnya 44.3e (12.309.564.949) (12.309.564.949)
Penyesuaian Eliminasi RK Dinas dan RK Kasda 4.4.3f (3.729.394.848) (3.729.394.848)
Penyesuaian Pengembalaian Sisa Dana DPPID (785.925.034) 785.925.034
Koreksi Piutang 4439 11.302.400 382.353.100 (371.050.700)
Koreksi Penyisihan Piutang 4.43.h 15.400.000 (46.015.600) 61.415.600
Koreksi nilai penyisihan piutang lainnya 4.4.3i (251.502.225) (251.502.225)
Koreksi Nilai Investasi Permanen 4.4.3] (11.160.863.349) (23.507.269.142) 12.346.405.793
Penyesuaian nilai cadangan kerugian investasi non permanen 4.4.3k 264.114.274 264.114.274
Penyesuaian Inventaris Non Aset < 2013 4.4.31 (2.869.860.239) (2.869.860.239)
Penyesuaian Hasil Sensus Aset Tetap 4.43.m 34.258.876.238 34.258.876.238
Penyesuaian Jamkesmaskot 2012 yang dibayar 2013 4.4.3.n (3.078.309.187) (3.078.309.187)
Koreksi persediaan ternak menjadi piutang lainnya 4.4.3.0 (499.822.775) (499.822.775)
Koreksi aset tanah karena pembatalan pembelian tanah dari masyarakat (4.4.3.p (664.028.000) (664.028.000)
Koreksi nilai pendapatan pajak 4.4.3q 1.149.733.010 1.149.733.010
Koreksi nilai aset tetap dalam proses penelusuran 4.4.3.r (23.810.958.969) (23.810.958.969)
4 |EKUITAS AKHIR 7.402.393.039.253 6.627.536.114.977 774.856.924.276




PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Audited)

(dalam rupiah)

No Uraian CALK 2013 2012 Lebih/kurang

1 |Arus Kas dari Aktivitas Operasi 4.6.A

2 |Arus Kas Masuk 46.A.1

3 |Penerimaan Pajak Daerah 4.6.A.l.a 683.708.489.950 597.519.522.248 86.188.967.702
4 |Penerimaan Retribusi Daerah 4.6.A.1.b 102.403.979.493 84.682.509.198 17.721.470.295
5 |Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan [4.6.A.1.c 7.650.778.888 6.777.319.253 873.459.635
6 |Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 4.6.A.1.d 67.255.939.165 36.932.877.693 30.323.061.472
7 |Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 46.Ale 120.223.608.244 156.564.967.132 (36.341.358.888)
8 |Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 4.6.A.1f 1.878.324.513 1.537.731.986 340.592.527
9 |Penerimaan Dana Alokasi Umum 4.6.A.1.9 1.054.002.569.000 936.865.926.000 117.136.643.000
10 |Penerimaan Dana Alokasi Khusus 4.6.A.1.h 14.993.022.000 72.270.900.000 (57.277.878.000)
11 [Penerimaan Dana Otonomi Khusus - - -
12 |Penerimaan Dana Penyesuaian 4.6.A.1. 266.894.650.000 191.552.502.000 75.342.148.000
13 |Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 46.A.1] 329.977.231.976 309.030.650.088 20.946.581.888
14 |Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 4.6.A.1.k - - -
15 [Penerimaan Hibah - - -
16 |Penerimaan Dana Darurat - - -
17 |Penerimaan Lainnya - - -
18 |Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah4.6.A.1.k 82.682.010.621 86.236.936.000 (3.554.925.379)
19 [Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa - - -
20 |Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) 2.731.670.603.850 2.479.971.841.598 251.698.762.252
21 |Arus Kas Keluar 46.A.2

22 |Pembayaran Pegawai 4.6.A.2 1.267.469.470.717 1.195.451.789.220 72.017.681.497
23 |Pembayaran Barang 46.A.2 510.700.352.490 417.480.315.190 93.220.037.300
24 |Pembayaran Bunga 4.6.A.2 378.295.400 723.905.100 (345.609.700)
25 |Pembayaran Subsidi 46.A.2 - - -
26 |Pembayaran Hibah 4.6.A.2 41.621.315.866 30.708.338.580 10.912.977.286
27 |Pembayaran Bantuan Sosial 4.6.A.2 2.731.600.000 7.485.436.900 (4.753.836.900)
28 |Pembayaran Bantuan Keuangan 4.6.A.2 788.567.000 788.567.000 -
29 |Pembayaran Tak Terduga 4.6.A.2 806.709.097 89.140.960 717.568.137
30 |Pembayaran Bagi Hasil Pajak 4.6.A.2 - - -
31 |Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 4.6.A.2 - - -
32 |Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 4.6.A.2 - - -
33 [Pembayaran Kejadian Luar Biasa 4.6.A.2 - - -
34 [Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33) 1.824.496.310.570 1.652.727.492.950 171.768.817.620
35 |Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34) 907.174.293.280 827.244.348.648 79.929.944.632




3
3
38
39
40
41
4
43
44
45
46
47
48
49
5
o1
52
5
54
5
5
)
5
5

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas

Pencairan Dana Cadangan

Penjualan Atas Tanah

Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap

Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah Arus masuk Kas (38 s/d 46)

Arus Keluar Kas

Pembentukan Dana Cadangan

Perolehan Tanah

Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Gedung dan Bangunan

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perolehan Aset Tetap Lainnya

Perolehan Aset lainnya

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)

468
468
468 1435318450 15100000 1320218450
468 96,698,000 1971900000 (1875.202000)
468 1532016450 2087000000 (354983,550)
468 :
468 15,000.000.000 30000000000 [ (15.000.000.000)
468 55.557,050.733 BRESIGTA00| 46671791933
468 130,001,104 575 081556608 | 85019547967
468 141.312.080.049 MGG | 70306473128
468 252075125515 07360118 32321434331
468 7030993712 1608501400 2332402312
468 2000.000.000 20000000000 9000000000
630.076.363.584 4B | 25065134961
(628.544.347.134) (BO7.338013913)  (231.206.333.221)




60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
4l
72

73

74

75

76
7
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
9N
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 70)
Arus Keluar Kas

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pengembalian Sisa Dana DPPID

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas (73 s/d 82)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (71 - 83)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Kiriman uang masuk

Jumlah Arus Masuk Kas (87 + 88)

Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhtungan Fihak Ketiga (PFK)

Kiriman uang keluar

Jumlah Arus Keluar Kas (91 + 92)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (89 - 93)
Kenaikan/Penurunan Kas (35+59+84+94)

Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di BLUD

Kas BOS

Saldo Akhir Kas (97+98+99+100)

4.6.C
4.6.C.1
4.6.C.2
46.C.2 1.816.665.353 1.816.665.500 (147)
785.925.034 (785.925.034)
1.816.665.353 2.602.590.534 (785.925.181)
(1.816.665.353) (2.602.590.534) 785.925.181
4.6.D
46.D.1 76.437.543.777 79.014.898.044 (2.577.354.267)
76.437.543.777 79.014.898.044 (2.577.354.267)
4.6.D.2 -
46.D.2 78.839.214.721 81.258.270.465 (2.419.055.744)
78.839.214.721 81.258.270.465 (2.419.055.744)
(2.401.670.944) (2.243.372.421) (158.298.523)
274.411.609.849 425.060.371.780 | (150.648.761.931)
46.E1 631.616.739.547 206.556.367.767 425.060.371.780
46.E1 906.028.349.396 631.616.739.547 274.411.609.849
4.6.E2 65.432.500 61.249.000 4.183.500
46.E3 11.656.105.709 11.220.934.432 435.171.277
46.EA4 5.001.829.739 1.209.148.354 3.792.681.385
922.751.717.344 644.108.071.333 278.643.646.011




PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 (Audited)

o - AR Saldo 2013 Saldo 2012 Kenaikan / Penurunan Tren
(Rp) (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
KEGIATAN OPERASIONAL
01 |PENDAPATAN 4.5
02 |PENDAPATAN ASLI DAERAH 451.a
03 |Pendapatan Pajak Daerah 451.a 735.254.951.590 639.118.179.499 96.136.772.091 15,04%
04 |Pendapatan Retribusi Daerah 451.a 103.248.367.515 89.332.032.910 13.916.334.605 15,58%
05 |Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 451.a 7.862.169.853 10.621.065.636 (2.758.895.783) -25,98%
06 |Pendapatan Asli Daerah Lainnya 451a 149.576.802.039 93.364.798.382 56.212.003.657 60,21%
07 |Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 995.942.290.997 832.436.076.427 163.506.214.570 19,64%
08
09 |PENDAPATAN TRANSFER 4.51.1)b
10 |[TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 4.51.1)b
11 |Dana Bagi Hasil Pajak 4.51.1)b 120.223.608.244 156.564.967.132 (36.341.358.888)| -23,21%
12 |Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 451.1)b 1.878.324.513 1.537.731.986 340.592.527 22,15%
13 |Dana Alokasi Umum 4.51.1)b 1.054.002.569.000 936.865.926.000 117.136.643.000 12,50%
14 |Dana Alokasi Khusus 4.51.1)b 14.993.022.000 72.270.900.000 (57.277.878.000)|  -79,25%
15 |Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 1.191.097.523.757 1.167.239.525.118 23.857.998.639 2,04%
16
17 |TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 4.5.1.1)b
18 |Dana Otonomi Khusus 4.5.1.1)b - - - 0,00%
19 |Dana Penyesuaian 4.5.1.1)b 266.894.650.000 191.552.502.000 75.342.148.000 39,33%
20 [Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19) 451.1)b 266.894.650.000 191.552.502.000 75.342.148.000 39,33%
21
22 |TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 4.5.1.1)b
23 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak 45.1.1)b 329.977.231.976 309.030.650.088 20.946.581.888 6,78%
24 |Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 451.1)b - - - 0,00%
25 |Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 4.5.1.1)b 329.977.231.976 309.030.650.088 20.946.581.888 6,78%
26 |Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 451.1)b 1.787.969.405.733 1.667.822.677.206 120.146.728.527 7,20%
27
28 |LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 451.1)c
29 |Pendapatan Hibah 451.1)c - - - 0,00%
29a |Pendapatan Hibah Aset 451.1)c 47.770.317.510 47.699.517.859 70.799.651 0,15%
30 |Pendapatan Dana Darurat 451.1)c - - - 0,00%
30a |Pendapatan Dana BOS 451.1)c 97.076.605.014 85.936.242.500 11.140.362.514 12,96%
31 |Pendapatan Lainnya 451.1)c 82.682.010.621 86.235.697.870 (3.553.687.249) -4,12%
32 [Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) 451.1)c 227.528.933.145 219.871.458.229 7.657.474.916 3,48%
33 |JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 3.011.440.629.875 2.720.130.211.862 291.310.418.013 10,71%

34




34

35 |BEBAN 452

36 |Beban Pegawai 452a 1.293.506.353.307 1.212.032.906.369 81.473.446.938 6,72%
37 |Beban Persediaan 452b 215.591.805.185 175.350.978.471 40.240.826.714 22,95%
38 |Beban Jasa 452.c 218.830.676.896 188.794.206.497 30.036.470.399 15,91%
39 |Beban Pemeliharaan 452d 58.266.171.067 41.971.183.247 16.294.987.820 38,82%
40 |Beban Perjalanan Dinas 452e 41.554.300.158 33.357.104.257 8.197.195.901 24,57%
41 |Beban Bunga 452f 253.270.899 778.073.226 (524.802.327)|  -67,45%
42 [Beban Subsidi - - - 0,00%
43 |Beban Hibah 4529 41.621.315.866 30.708.338.580 10.912.977.286 35,54%
44 |Beban Bantuan Sosial 452h 2.731.600.000 8.274.003.900 (5.542.403.900)| -66,99%
44a |Beban Bantuan Keuangan 452i 788.567.000 - 788.567.000 | 100,00%
45 |Beban Penyusutan 452 451.136.318.529 184.743.149.772 266.393.168.757 |  144,20%
45a |Beban Penyisihan Piutang 452k 53.086.103.433 16.705.689.722 36.380.413.711 | 217,77%
45b [Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen 4521 - 428.209.442 (428.209.442)| -100,00%
46 |Beban Transfer 452.m 1.044.000 1.010.000 34.000 3,37%
46a |Beban Penghapusan Aset 452.n = 13.954.538.743 (13.954.538.743)| -100,00%
46b |Beban Hibah Aset 4520 738.891.572 2.349.037.686 (1.610.146.114)|  -68,54%
46¢ [Beban Dibayar di Muka - - - 0,00%
47 |Beban Lain-lain 452p 1.167.404.129 593.287.806 574.116.323 96,77%
47a |Beban Dana BOS 45249 86.768.024.408 79.703.984.331 7.064.040.077 8,86%
48 |JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) 2.466.041.846.449 1.989.745.702.049 476.296.144.400 23,94%
49

50 |SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 - 48) 453 545.398.783.426 730.384.509.813 (184.985.726.387)|  -25,33%
51

52 [SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 454

53 [Surplus Penjualan Aset Nonlancar 454 - - - 0,00%
54 [Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 454 - - - 0,00%
55 |Defisit Penjualan Aset Nonlancar 454 - - o 0,00%
56 |[Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 454 - - - 0,00%
57 |Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 454 2.500 500 2.000 [ 400,00%
58 |JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPEASIONAL (53 s/d 57) 2.500 500 2.000 [ 400,00%
59 |SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) 545.398.785.926 730.384.510.313 (204.183.386.025)|  -25,33%
60

61 |POS LUAR BIASA 455

62 |Pendapatan Luar Biasa 455 - - - 0,00%
63 |Beban Luar Biasa 455 - - - 0,00%
64 [POS LUAR BIASA (62 - 63) - - - 0,00%
65 |SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64) 4.5.6 545.398.785.926 730.384.510.313 (184.985.724.387)|  -25,33%




Regulasi pendukung implemantasi Akuntansi
Berbasis Akrual di Pemkot Semarang

a. Kebijakan Akuntansi

b. Sistem dan Prosedur Akuntansi




ae. Kebijakhan Akhuntansi

Kebijakan akuntansi adalah praktik-
praktik yang dipilih dari pernyataan
standar akuntansi pemerintahan (PSAP)
untuk diterapkan oleh Pemerintah Kota
sebagai dasar dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan.



Maksud dan Tujuan

1. Menstandarisasi perlakuan/praktek
akuntansi pada Kabupaten/Kota sesuai
dengan praktek SAP yang dipilih sesuai
kebutuhan.

2. Menyelamatkan dari temuan terhadap
belum dilaksanakannya peraturan
perundangan diluar ketentuan.

3. Memudahkan penalaran perlakuan pada
setiap akun laporan keuangan
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[l . Kebijakan Akuntansi Pendapatan )

Pendapatan-LRA Pendapatan-LO

diakui pada saat diterima pada diakui bukan hanya pada saat kas
Rekening Kas Umum Daerah diterima tetapi ketika timbul hak

Pemerintah Kota terhadap pihak lain.

Dalam prakteknya pengakuan akrual basis pada pendapatan tidak bisa secara
ideal dilaksanakan, yang disebabkan:

a. Sistem dan data pendapatan
b. Pertimbangan efisiensi (cost & benefit)

PENGUKURAN
> Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).




Contoh pengakuan pendapatan di Pemkot

Semarang

Jenis Pendapatan Pengakuan pendapatan

Pajak Daerah:

- Official Assesment system
(penetapan di awal)

- Self Assesment system
(penetapan di tengah-tengah)

Retribusi

- Retribusi dengan ketetapan

- Retribusi tanpa ketetapan
(terima kas/dengan karcis)

- Sewa untuk periode tertentu

Pada saat diterbitkan SKPD

Pada saat diterima kas dan diterbitkan
SKPDKB

Pada saat diterbikan SKRD/Dokumen yg
dapat dipersamakan

Saat diterima kas

Diakui pada akhir tahun sesuai dengan
periode atas pendapatan tahun
berjalan dengan terlebih dahulu dicatat
sebagai pendapatan diterima dimuka

Pajak Reklame, PBB, BPHTB dll

Pajak Restoran, hotel, hiburan
dll

Retribusi IMB

Retribusi tempat pariwisata,
pasar, parkir dll

Retribusi sewa titik reklame,
sewa lahan parkir dll



Contoh pengakuan pendapatan di Pemkot

Semarang
diawal SKPD ditetapkan diawal PBB, Pajak Reklame, BPHTB

ditengah/akhir Disebabkan karena sistem self Pajak Restoran, Pajak Hotel,
assesment sehingga pengakuan Pajak hiburan
pendapatan terjadi pada saat WP
membayar dan pada saat di
tetapkan SKPDKB



PERBEDAAN KEBIJAKAN PENDAPATAN PADA

LRA DAN LO
Official Assesment
1. Jika WP baru
Melakukan pendaftaran sampai
dengan diterima SPT oleh WP
ditentuka  berapa  pajaknya
(dasar ukuran klasifikasi titiknya)
Berapa pajaknya kemudian
ditetapkan SKPD.
Jurnal :
= Jika langsung dibayar maka tidak Silpa Kas
terjadi piutang &Pendapatan Pendapatan Pajak Pendapatan Pajak
masuk LRA Reklame Reklame
= Jika tidak dibayar maka timbul Jurnal :
piutang Tidak ada Piutang

Pendapatan Pajak
Reklame



m LRA (Anggaran) LO (Finansial)

2. Jika WP lama

maka berdasarkan Daftar
Utang (WP) dan membawa
bukti pembayaran yang
kemarin serta mengisi
blangko perpanjangan
selanjutnya terbit SKPD.

Jurnal :
= Jika langsung membayar Silpa Kas
Pendapatan Pajak Pendapatan Pajak
Reklame Reklame
Jurnal :
= Jika tidak membayar Tidak ada jurnal Piutang Pajak Reklame

Pendapatan Pajak
Reklame



PERBEDAAN KEBIJAKAN PENDAPATAN PADA
LRA DAN LO

URAIAN LRA (Anggaran) LO (Finansial)

Self Assesment :
Pajak Restoran, hotel, ABT dll

Dibayar Jurnal
Silpa Kas
Pendapatan Pajak Pendapatan Pajak
Kurang bayar (SKPDKB) Jurnal
(tidak dijurnal) Piutang PHR
Pendapatan pajak
Lebih Bayar (SKPDLB) Jurnal
(tidak dijurnal) Pendapatan Pajak

Utang Restitusi



Belanja

A 4

Adalah semua pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah

¥

LRA

Beban

¥

Adalah penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban

LO



Diakui pada saat: Diakui tidak hanya pada saat
a. terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas kas dikeluarkan Saja tetapl

Umum Daerah atau pada saat antara lain :

pertanggungjawaban atas pengeluaran ) .
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai Q. Tlmbulnya kewajlban;

fungsi perbendaharaan; : : .
b. Terjadinya konsumsi asset;

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara dan
pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran C. Terjadinya penurunan
tersebut disahkan oleh pengguna anggaran .
setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD manfaat ~ ekonomis  atau

potensi jasa.

a. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak
lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah kecuali
untuk timbulnya kewajiban berkaitan dengan penambahan aset;

b. konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak
didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam
kegiatan operasional pemerintah

c. penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi



I O N

Contoh :

Terdapat pembelian obat-obatan Pada saat pembelian Pada saat pembelian

sebesar Rp.100.000,00

Pada akhir periode dilakukan stock Belanja barang 100.000 Beban persediaan 100.00
opname dan terdapat saldo Silpa 100.000 Kas 100.000
persediaan obat sebesar

Rp.30.000,00. Bagaimana jurnal

pembelian persediaan dan Pada saat mengakui Pada saat penyesuaian
penyesuaian pada akhir tahun. persediaan akhir tahun: mengakui persediaan akhir

tahun:
Tidak ada jurnal
Persediaan 30.000
Beban persediaan 30.000



Contoh :

Pada tanggal 25 juni 2013 dibeli Pada saat pembelian Pada saat pembelian
mobil seharga Rp.20.000.000,00

dengan umur ekonomis 5 tahun. Belanja modal 20.000.000 Tidak dijurnal
Berapa beban penyusutannya? Silpa 20.000.000

Pada saat 31 desember 2013 :
20.000.000 0 =4.000.000/thn  Tidak dijurnal Beban penystn  200.000
5 Akm. Penystn 200.000
_6_x4.000.000 = 200.000
12




I O N

Contoh :

Pada per 31 Desember masih Padasaat 31 Desember Pada saat 31 Desember
terdapat beberapa biaya vyang

belum dibayar seperti : Beban listrik ~ 150.000

a. Listrik Rp.150.000,00 Tidak ada jurnal Beban telepon 200.000

b. Telepon Rp.200.000,00 Beban air 250.000

c. AirRp.250.000,00 Beban surat kbr 75.000

d. Surat kbr Rp75.000,00 Utang Belanja 675.000



PENGAKUAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat

direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat

timbulnya kewajiban.

PENGUKURAN

Akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan asas bruto.

PENGUNGKAPAN
Hal-hal yang perlu diungkapkan misalnya

Dasar hukum penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan
atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang
dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang.




Penerimaan Pembiayaan

Tanggal 2 Agustus 2014 terdapat penerimaan atas utang jangka panjang sebesar 5 milyar dengan
waktu pelunasan 5 tahun, bagaimana pencatatan tanggal 2 Agustus?

Jurnal Anggaran

Silpa (D) Penerimaan Pembiayaan (K) Rp. 5 milyar
Jurnal Finansial

Kas (D) Utang Jangka Panjang (K) Rp. 5 milyar

Pengeluaran Pembiayaan

Tanggal 5 Agustus 1014 berdasarkan Perda pembentukan investasi permanen di cairkan penyertaan
modal ke PDAM sebesar Rp 1 milyar. Bagaimana jurnal pencatata?

Jurnal Anggaran
Pengeluaran Pembiayaan (D) Silpa (K) Rp. 1 milyar
Jurnal finansial

Investasi permanen (D) Kas (K) Rp. 1 milyar




(4. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka

\_ Pendek ).

PENGAKUAN
» memenuhi salah satu kriteria :

a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi
tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Semarang;

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).

» Reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam LRA

» Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara
lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash
dividend) dicatat sebagal pendapatan

PENILAIAN

» Penilaian investasi menggunakan metode biaya, investasi dicatat

sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut

diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi

besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.




Tanggal 1 Oktober 2014 dibentuk investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dengan jangka jatuh
tempo setiap tiga bulan sebesar Rp 2.000.000 dengan bunga perbulan sebesar 10%. Bagaimana
pencatatan utk transaksi :

a. Pembentukan deposito
b. Mengakui bunga tanggal 31 Desember 2014
c. Penerimaan bunga pada waktu jatuh tempo

Tanggal Jurnal Anggaran NG EIRGELSE]

Uraian D K Uraian D D
1 Okt 14 Tidak ada jurnal Inv. Jk pendek deposito  2.000.000
Kas 2.000.000
31des 14 Tidak ada jurnal Piutang bunga 400.000
Pendapatan bunga 400.000
1jan 15 Silpa 600.000 Kas 600.000
Pendapatan lain-lain 600.000 Piutang bunga 400.000

Pendapatan bunga 200.000



J. Kebijakan Akuntansi Piutang

PENGAKUAN

» Piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan.

» Untuk Piutang Pajak hotel dan restoran diakui saat diterbikannya
SKPKB, Piutang Retribusi diakui saat diterbikannya SKRD

» Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk Piutang Pajak dan atau
Piutang Retribusi melalui mekanisme transaksi antar elemen aktiva
lancar yaitu akun kas dan akun piutang.

» Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada
Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode
berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

» Perlakuan untuk piutang lain-lain diakui pada saat terjadinya, untuk

periode berikutnya melalui mekanisme transaksi antar elemen aktiva
lancar yaitu akun kas dan akun piutang.




Lanjutan piutang.....

PENGUKURAN

» Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

rupiah piutang yang belum dilunasi.

PENILAIAN

» Piutang disajikan sebesar nilal

direalisasikan (net realizable value).

bersih yang dapat




(Penyisihan Piutang Tak Tertagih )

» Kebijakan akuntansi mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai

bersih yang dapat direalisasikan

(net realizable value), maka

dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan
dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (allowance for doubtful

account).

» Cadangan piutang tak tertagih bukan berarti menghapus piutang

dan menghilangkan hak tagih.

» Pada Pemerintah Kota Semarang Kebijakan Penyisihan kerugian

piutang adalah sebagai berikut:

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo
1 bulan 1 hari — 3 bulan
3 bulan 1 hari — 6 bulan
6 bulan 1 hari — 9 bulan
9 bulan 1 hari — 1 tahun
1 tahun ke atas

Penyisihan Kerugian Piutang
=> 20%

=> 40%
=> 60%
=> 80%
=> 100%




Simulasi penyisihan piutang untuk piutang tahun sebelum tahun pelaporan

Tabel 1

Rekapitulasi Piutang
Per 31 Des 2012

No Nama Rekanan .Nilai Tanggal Jatuh Jml bulan szzi?::;?r: Per.lyisihan
Piutang tempo keterlambatan ) piutang
Piutang
1 2 3 4 5 6 (Tabel) 7=(3x6)
1 |PT. Banyu Biru 10.000 05-Jan-12 > 9 bulan 80% 8.000
2 CV.Tirto 40.000 15-Apr-12 > 6 bulan 60% 24.000
3 |CV. Water Golden 20.000 12-Jul-12 < 6 bulan 40% 8.000
4 |PT. Segara Banyu Bening 70.000 07-Sep-12 > 3 bulan 40% 28.000
5 [CV. Rawa Pening 60.000 25-Nop-12 < 3 bulan 20% 12.000
6 PT. Telaga Warna 50.000 18-Des-12 <1 bulan 0% -
Jumlah 250.000 80.000
Jurnal
1. Mencatat Piutang
Piutang pendapatan pajak/retribusi 250.000 Jurnal LO &
Pendapatan pajak/retribusi 250.000 Neraca
( setiap diterbitkan SKPD/SKRD)
e sedangkan
2. Mencatat Penyisihan piutang Jurnal LRA
Beban penyisihan piutang 80.000 tidak ada
Penyisihan Piutang 80.000

(dicatat melalui jurnal penyesuaian )




6. Kebijakan Akuntansi Persediaan

PENGAKUAN

» Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi
masa depan diperoleh Pemerintah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

» Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat
berdasarkan hasil Inventarisasi fisik/stock opname
(metode fisik).

PRAKTEK DI KOTA SEMARANG

« Metode pencatatan > metode fisik dengan pendekatan
biaya

 Metode penilaian - FIFO

« Khusus untuk persediaan obat-obatan penilaian
dilakukan dengan memperhatikan masa kadaluwarsa.




CONTOH

Tanggal 10 Desember 2013 dilakukan pembelian ATK sebesar Rp.
100.000.000,00. Tanggal 31 Desember 2013 dilakukan Stock Opname
Persediaan Per 31 Desember 2013 masih terdapat saldo persediaan sebesar

Rp. 20.000.000,-. Bagaimana jurnal pencatatannya

Tanggal 10 Desember 2013
Jurnal Anggaran
Belanja BHPK Rp. 100.000.000,-
Silpa Rp. 100.000.000,-

Jurnal Finansial
Beban Persediaan Rp. 100.000.000,-
Kas Rp. 100.000.000,-

Tanggal 31 Desember 2013
Persediaan Rp. 20.000.000,-
Beban Persediaan Rp. 20.000.000,-



[ (. Kebijakan Investasi Jangka Panjang )

PENGAKUAN

» Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagali

Investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau
jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu
Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur

secara memadai (reliable).

» Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang

diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada LRA.




Lanjutan Inv Jk. Panjang...

PRAKTEK DI PEMKOT SEMARANG

» Metode biaya
= digunakan untuk investasi pada BUMD dengan jumlah kepemilikan
kurang dari 50% atau bukan pemilik mayoritas.
» Pendapatan LRA di akui saat diterima pembagian deviden
= Pendapatan LO diakui pada saat RUPS dengan mengakui piutang

» Metode Ekuitas

» Digunakan untuk investasi pada BUMD dengan jumlah kepemilikan lebih
dari 50% atau pemilik mayoritas.

= Pendapatan LRA di akui saat diterima pembagian deviden

» Pendapatan LO diakui sebesar Laba BUMD dan menambah nilai
Investasi permanen.

= Saat diterima pembagian deviden tidak dicatat lagi sebagai pendapatan
LO tetapi sebagai pengurang investasi permanen.




Metode Biaya

1. Mencatat pendapatan hasil Tidak ada jurnal Piutang
pengelolaan kekayaan Penadapatan -LO
daerah yang dipisahkan pada
saat RUPS.

2. Mencatat setoran deviden Silpa Kas

kas Pendapatan Lain-lain Piutang



Metode ekuitas adalah
= Bagian Laba/Rugi Pemkot akan

menambah/mengurangi
ekuitas.

Menambah pendapatan hasil
pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan dan menambah
Silpa

Jurnal Pendapatan hasil

pengelolaan kekayaaan Daerah
Yang Dipisahkan

Di SKPD : tidak ada

Di DPKAD

Pada saat melakukan investasi.

Pengeluaran Pembiayaan
Silpa

Pada
BUMD
Tidak ada jurnal

saat mengakui

laba

Pada saat menerima setoran

bagi hasil laba
Silpa
Pendapatan

daerah yang dipisahkan

NO | URAIAN | LRA(Anggaran) LO (Finansial)

Pada saat melakukan
investasi.
Investasi permanen

Kas

Pada saat mengakui laba
BUMD
Investasi permanen

Pendapatan kekayaan
daerah yang
dipisahkan

Pada saat menerima setoran
bagi hasil laba

kekayaan Kas

Investasi permanen



PENGAKUAN

» Aset harus berwujud dan memenubhi kriteria :
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; daN
e. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.

» Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi :
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan
atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan
b. Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan asset tetap lainnya
yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

» Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan
jika:
a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan




PENGUKURAN

>

>

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan.

Biaya perolenan peralatan dan mesin  menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin
tersebut sampai siap pakali.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap
pakail.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi
sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.




Kontruksi Dalam Pengerjaan ( KDP )

Contoh :
Terdapat proyek pengerjaan gedung sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan
multi year selama 2 Tahun. Tahap | sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan
telah selesai sesuai dengan termin, maka Per 31 Desember
pencatatannya :

Jurnal Anggaran

Belanja Modal Rp. 1.000.000.000,-

Silpa Rp. 1.000.000.000,-
Finansial
KDP ( Gedung) Rp. 1.000.000.000,-

Kas Rp. 1.000.000.000,-



KAPITALISASI

Kapitalisasi adalah penentuan nilai
pembukuan terhadap semua pengeluaran
untuk memperoleh aset tetap hingga siap
pakai, untuk meningkatkan
kapasitas/efisiensi, dan atau
memperpanjang umur teknisnya dalam
rangka menambah nilai-nilai aset
tersebut.



KRITERIA KAPITALISASI

1. Kapitalisasi terhadap Belanja Pemeliharaan.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi
menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
. Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara:
* bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
Contoh: mesin menjadi lebih efisien biaya operasional karena ada pemeliharaan
* bertambah manfaat/umur ekonomis, dan/atau

contoh: Bangunan yg seharusnya umur ekonomisnya tinggal 3 tahun menjadi 5 tahun karena adanya
pemeliharaan

*  bertambah volume, dan/atau

* bertambah kapasitas produksi, dan/atau
contoh: mesin yang sebelum ada pemeliharaan memproduksi barang 100 unit sehari menjadi 150
unit sehari karena ada pemeliharaan

. Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/asset tetap tersebut melebihi batasan
minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang (Tabel Batas Kapitalisasi)
2. Kapitalisasi terhadap Belanja Barang /Jasa

Belanja barang/jasa dalam rangka untuk mendapatkan aset tetap sampai dengan aset tetap
tersebut dapat digunakan.



Tabel Batas Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

Persentase Terhadap

Na. Uraian Harga Perolehan Aset
1. |[(Tanah

2. |Peralatan dan Mesin, terdiri atas : Lebih dari 15%
2.1 | Alat-alat berat

2.2 |Alat-alat angkutan

2.3 | Alat-alat bengkel dan alat ukur

2.4 |Alat-alat pertanian / peternakan

2.5 | Alat-alat kantor kantor dan rumah tangga

2.6 | Alat studio dan alat komunikasi

2.7 | Alat-alat kedokteran

2.8 | Alat-alat laboratorium

2.9 |Alat keamanan

3. |Gedung dan Bangunan, terdiri atas : Lebih dari 25%
3.1 |Bangunan gedung

3.2 | Bangunan monument

4. |Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas : Lebih dari 6%
4.1 |Jalan dan Jembatan

4.2 |Bangunan Air / Irigasi

4.3 |Instalasi

4.4 |Jaringan

5. |Aset Tetap Lainnya, terdiri atas : Lebih dari 20%
5.1 |Buku Perpustakaan

5.2 |Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga

6. |Konstruksi Dalam Pengerjaan




« CONTOH:

Dinas pendidikan melakukan  kegiatan /  proyek
pemeliharaan / rehabilitasi atas gedung kantor dengan
melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang
semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total
biaya sebesar Rp. 75.000.000,-. Adapun harga perolehan
gedung kantor dimaksud sebesar Rp.200.000.000,-.
Kegiatan/proyek  pemeliharaan/rehabilitasi  tersebut
apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau
belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi menjadi
asset tetap.



No.

Kriteria

Memenuhi Kriteria

Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara
bertambah : bertambah ekonomis/efisien,
bertambah umur ekonomis, bertambah volume,
bertambah  kapasitas produksi, bertambah
estetika/keindahan/kenyaman

Ya

Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan
barang/asset tetap tersebut material/melebihi
batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang
telah ditetapkan

Ya
(karena nilai pemeliharaan
melampaui batasan minimal
jumlah biaya yang harus
dikapitalisasi sebesar
Rp. 50.000.000,-)

Kesimpulan : Pemeliharaan gedung kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi

artinya belanja pemeliharaan dimaksud akan menambah nilai aset tetap. Belanja
pemeliharaan yang bersifat menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis
belanja modal.

(Jurnal: »
Gedung dan Bangunan 75.000.000,-
Beban Pemliharaan 75.000.000,-
\_ J




TABEL MASA MANFAAT DAN PENAM BAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Masa Prosentase Penambahan
Uraian Akun Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat
(tahun) Overhoul (tahun)
A. Bangunan Gedung

a. Permanen 50 <25% 0
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja 25%s< sd <50% 5
2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50%s= sd <75% 10
>75% 15

b. Semi Permanen 25 <25% 0
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja 25%s< sd <50% 1

2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50%s< sd <75% 3
275% 7

c. Darurat 10 <25% 0
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja 25%= sd <50% 1

2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50%s= sd <75% 2
275% 5

d. Bangunan Menara 20 <25% 0
25%s= sd <50% 1

50%= sd <75% 3

275% 4

B. Monumen 20 <25% 0
1. Bangunan Bersejarah 25%= sd <50% 1
. Tugu Peringatan 50%s= sd <75% 3

. Candi 275% 4

. Monumen/Bangunan Bersejarah

. Tugu Titik Kontrol Pasti

. Rambu-rambu

NiojaipiWiIN

. Rambu-rambu Lalu Lintas Udara




Simulasi perhitungan kapitalisasi

1. Jika harga barang tiap unit sama

Tanggal § juni 2012 dilakukan pengadaan barang modal berupa
kursi sebanyak 100 unit dengan rincian biaya

- Nilai belanja modal Rp. 100 juta
- Belanja Pegawai Rp. § juta
- Belanja Barang dan Jasa 2 juta

Berapakah nilai per unit kursi..???

Nilai satuan = 100 juta + § Juta + 2 Juta
100 unit
= 107.000.000
100 unit
= 1.0770.000

/Jurnal Penyesuaian Kapitalisasi N
Jurnal finance
Peralatan & Mesin Rp. 7.000.000,-
Beban Pegawai Rp. 5.000.000,-
\_ Beban Persediaan Rp. 2.000.000,- )




2. Jika barang modal yang dibeli mempunyai harga yang berbeda-beda
Pembelian barang modal berupa:
Laptop = Rp. 15.000.000
Printer = Rp. §.000.000
Rp. 20.000.000

Belanja pegawai = Rp. 2.000.000
Belanja Brg & jasa = Rp. 1.000.000
Rp. 3.000.000

Berapa harga perolehan Laptop & Printer...???

- Laptop g
= 15.000.000 - Printer
20.000.000 = 5.000.000
20.000.000
=75% = 25%
= 15.000.000 + (75% x 3.000.000) = 5.000.000 + (25% + 3.000.000)
= 15.000.000 + 2.250.000 = 5.000.000 + '750.000

= 1'7.250.000 5.750.000



Kapitalisasi biaya pemeliharaan menambah umur
ekonomis pada aset tetap gedung dan bangunan,
penentuan umur ekonomis kembali dihitung secara Joint

Cost secara proporsional. Sebagai contoh Penerapannya :

Nilai Perolehan Aset Gedung = Rp5.000.000.000,00
Umur Ekonomis Gedung = 25 Tahun

Pada tahun ke-11 dilakukan pemeliharaan dengan biaya
sebesar Rp3.000.000.000,00, berapa penambahan umur

ekonomis atas pemeliharaan gedung tersebut?



Prosentase pemeliharaan = (3.000.000.000/5.000.000.000) x 100% = 60%

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut termasuk kelompok semi
permanen dengan umur ekonomis 25 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar
60% atau menurut tabel 50% < sd < 75% akan menambah umur ekonomis selama 3 tahun.
Dengan adanya penambahan umur ekonomis maka penghitungan penyusutan gedung yang

baru sebagai berikut:

Nilai perolehan gedung Rp5.000.000.000,00
(Rp2.000.000.000,00)
Rp3.000.000.000,00
Rp3.000.000.000,00

Rp6.000.000.000,00

Akm. Penyusutan sd tahun ke-10
Nilai Buku (NB)

Biaya Pemeliharaan

NB setelah pemeliharaan

Sisa umur ekonomis = 15 Tahun
UE setelah pemeliharaan = 15+ 3 =18 Tahun
Penyusutan/bulan setelah pemeliharaan = 6.000.000.000/ 18 /12

=27.777.777,77



Praktek di Pemkot Semarang
a. Metode yang digunakan adalah Metode Garis Lurus

Nilai Perolehan — Nilai residu
Umur ERonomis

b. Penyusutan aset tetap tahun pertama dihitung sejak
tahun berikutnya dari tahun pembelian



Contoh :

Terdapat Aset Tetap ( Gedung ) sebesar Rp. 50.000.000,-. Umur Ekonomisnya Gedung 50 Th

yang diperoleh 10 Juni 2012 . Pada Tahun 2012 belum dilakukan perhitungan penyusutan dan
baru dilakukan penyusutan pada tahun 2013, bagaimana jurnal penyusutan yang dilakukan
untuk menyusun laporan keuangan tahun 2013

Perhitungan Garis Lurus : HP_— NS = 50.000.000,- - 0 = Rp. 1.000.000,-/th
VE 50

Penyusutan Tahun 2012 = 7/12 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 5583.333,-

Mencatat penyusutan tahun lalu (Tahun 2012):
Ekuitas Rp. 583.333,-
Akumulasi penyusutan Rp. 583.333,-

Mencatat penyusutan tahun berjalan (2013:
Beban Penyusutan Rp. 1.000.000,-
Akumulasi Penyusutan Rp. 1.000.000,-



» Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

» Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Aset Tidak Berwujud (dilakukan amortisasi);
Aset Lain-lain (tetap dilakukan penyusutan).

® oo o




10. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

PENGAKUAN

» Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau
telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang
ada sampal saat sekarang dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang

dapat diukur dengan andal.

» Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima

dan/atau pada saat kewajiban timbul.




Contoh :

Pemda pada tahun 2013 diterima Hutang jangka Panjang dengan jadwal pembayaran sebagai

berikut:

Tanggal Jatuh Tempo

Utang Pokok

Bunga

Jumlah

O1-Agust-14

100.000.000,00

30.000.000,00

130.000.000,00

O1-Agust-15

100.000.000,00

25.000.000,00

125.000.000,00

O1-Agust-16

100.000.000,00

20.000.000,00

120.000.000,00

O1-Agust-17

100.000.000,00

15.000.000,00

115.000.000,00

O1-Agust-18

100.000.000,00

10.000.000,00

110.000.000,00

Total

500.000.000,00

100.000.000,00

600.000.000,00

Bagaimana jurnal untuk mencatat transaksi tersebut pada tahun 2013:

a. Penerimaan utang jangka panjang

b. Reklasifikasi mejadi utang jangka pendek

c. Mengakui beban bunga




: Jurnan LRA Jurnal Financial
Uraian
Uraian Debet | Kredit Uraian Debet | Kredit
Mencatat Penerimaan utang |Silpa 500Jt Kas 500Jt
Penerimaan Pembiayaan 500t Utang jangka panjang 500t
Mencatat Reklasifikasi Tidak ada jurnal Utang Jangka Panjang 100t
Bagian lancar utang jk panjang 100Jt
Mencatat beban bunga Tidak ada jurnal Beban Bunga 12.500.000
Utang Bunga 12.500.000

= 5/12 x 30.000.000 = 12.500.000,-




[ RESTATEMENT (PENYAJIAN KEMBALI) ]

Adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan
atas pos-pos dalam neraca yang pada saat
penyusunan menggunakan perlakuan berbeda
dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual
penuh (semula kas menuju akrual berubah

menjadi akrual penuh)




Restatement dilakukan untuk akun-akun yang belum
diterapkan saja antara lain :

—

Piutang

Yang sebelumnya belum dilakukan penyisihan piutang, harus
menyajikan nilai bersih setelah dikurangi penyisihan piutang.

Beban dibayar dimuka

Sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih
belum dimanfaatkan seluruhnya maka disajikan sebagai akun
beban dibayar dimuka.

. Persediaan

Perlu dilakukan restatement bila metode penilaian persediaan

pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian
persediaan setelah basis akrual penuh.




Lanjutan.......

—

. Aset tetap

Perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi
penyusutan.

. Aset Tak Berwujud

Perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi
akumulasi amortisasi.

. Utang Bunga

Perlu disajikan kembali terkai dengan akrual utang bunga akibat
adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo.




Lanjutan.......

—

/. Pendapatan Diterima Dimuka

Perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya

semuanya dicatat sebagai pendapatan walaupun belum tentu
semuanya menjadi hak Pemda.

8. Ekuitas

Perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam

pengklasifikasian ekuitas berbeda (akun-akun tersebut diatas
adalah komponen yang mempengaruhi ekuitas).







